PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF DASAR ANGKUTAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MOBIL

Menimbang

Mengingat

PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG

bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan
keadaan, khususnya Kebijakan Pemerintah tentang
penurunan harga bahan bakar minyak dan
berdasarkan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya
Mineral (ESDM) Nomor 2 K/12/MEM/2016, tanggal 4
Januari 2016 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan
Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar
Minyak Khusus Penugasan, dipandang perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor
80 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Angkutan
Perdesaan Dan Perkotaan Dengan Mobil Penumpang
Umum di Kabupaten Semarang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kota Praja Salatiga
dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652);

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Daerah Kotamadya Tingkat
I Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5229);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
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Menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Semarang Tahun 2011 — 2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah  Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2015 Nomor 9);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2015
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2015 Nomor 78);

Peraturan Bupati Semarang Nomor 79 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2015 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DASAR
ANGKUTAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN
MOBIL PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN
SEMARANG

Pasal 1

Tarif Dasar Angkutan Perdesaan dan Perkotaan dengan Mobil Penumpang
umum di Kabupaten Semarang ditetapkan sebesar Rp.167,00 (seratus enam
puluh tujuh rupiah) per kilometer per penumpang.



Pasal 2

Perhitungan Akhir Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ditambah Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang dibulatkan keatas sampai
dengan kelipatan Rp.100,00 (seratus rupiah).

Pasal 3

Penetapan Tarif Dasar Angkutan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dan Perhitungan Akhir Tarif Dasar Angkutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pelaksanaan dan pengawasan menjadi
tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Semarang.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Semarang Nomor 80 Tahun 2014 tentang Tarif Dasar Angkutan Perdesaan dan
Perkotaan Dengan Mobil Penumpang Umum Di Kabupaten Semarang dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.
Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 05-01-2016

Pj. BUPATI SEMARANG,

ttd

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 05-01-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 3



